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PUTUSAN

NOMOR :  62 /  PLW/G/2009 /PTUN.Smg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA 

ESA“

Pengad i l a n  Tata  Usaha  Negara   Semarang   yang  

memer i k s a ,  memutus  dan  menye l e s a i k a n  sengke t a  Tata  

Usaha  Negara  pada  t i n gk a t  per t ama  dengan  Acara  

Singka t  yang  d i l a n g s u ngk an  di  gedung  Pengad i l a n  

Ta ta  Usaha  Negara  Semarang  J l .  Abdul r a hman  Sa l eh  

Nomor  89  Semarang ,   t e l a h  menja t u hk a n   Putu s a n  

da l am  sengke t a  Ta ta  Usaha  Negara  an t a r a  :  - - -

1 . MUSAFAK  :  

Kewarganega r a a n  Indone s i a ,  

be r t empa t  t i n g g a l  d i  Desa  

Tan jung s a r i  RT  03 /RW03,  

Kecamat an  Kota  Rembang ,  

Kabupa t e n  Rembang ,  Prov i n s i  Jawa  

Tengah ,  peke r j a a n  

Swas t a ; - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Semula  sebaga i  Pengguga t  I  seka r a n g  sebaga i  

Pelawan  I ; - - - - - - - - - - - - - - - - -

2 . MOH.EFFENDI ,  SH  :  

Kewarganega r a a n  Indone s i a ,  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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4.  Agus????. . . . . . . . . . . . . . . . . .

ber t empa t  t i n gg a l  d i  Desa  Tambak  

Agung  RT.06 /RW02,  Kecamat an  

Kal i o r i ,  Kabupa t e n  Rembang ,  

Prov i n s i  Jawa  Tengah ,  peke r j a a n  

Swas t a ; - - - - - - - -

Semula  sebaga i  Pengguga t  I I  seka r a ng  sebaga i  

Pelawan  II ; - - - - - - - - - - - - - - -

3 . MUGIYARTO,  ST   :  

Kewarganega r a a n  Indone s i a ,  

be r t empa t  t i n gg a l  Desa  

Kal i ombo  RT  01 /RW02  Kecama t an  

Sulang ,  Kabupa t e n  Rembang ,  

Prov i n s i  Jawa  Tengah ,  

Peke r j a a n  

Swas t a ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Semula  sebaga i  Pengguga t  I I I  seka r a ng  sebaga i  

Pelawan  II I ; - - - - - - - - - - - - -

4 . AGUS  PURNAWAN  YULIANTO  :  

Kewarganega r a a n  Indone s i a ,  

be r t empa t  t i n g g a l  d i  Desa  

Wonoker t o  RT  03  RW  04  

Kecamat an  Sa l e ,  Kabupa t e n  

Rembang ,  Prop i n s i  Jawa  Tengah ,  

peke r j a a n  

Swas t a ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Semula  sebaga i  Pengguga t  IV  seka r a ng  sebaga i  

Pelawan  IV; - - - - - - - - - - - - -

5 . H.JUMAEDI:  Kewarganega r a a n  

Indone s i a ,  be r t empa t  t i n gg a l  

di  Desa  Bonang ,  RT  01 /RW01 

Kecamat an  Lasem,  Kabupa t e n  

Rembang ,  Prop i n s i  Jawa  Tengah ,  

peke r j a a n  

Swas t a ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

     Semula  sebaga i  Pengguga t  V seka r a ng  sebaga i  

Pelawan  V; - - - - - - - - - - - - - - -

6 . NI’AMULLAH  :  Kewargnega r a a n  

Indone s i a ,  be r t empa t  t i n gg a l  

di  Desa  Karas  RT  01 /RW  01 ,  

Kecamat an  sedan ,  Kabupa t e n  

Rembang ,  Prop i n s i  Jawa  Tengah ,  

peke r j a a n  

Swas t a ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

     Semula  sebaga i  Pengguga t  VI  seka r a n g  sebaga i  

Pelawan  VI; - - - - - - - - - - - - -

Berda s a r k a n  su r a t  kuas a  khusus  ( t e r l amp i r ) ,  t e l a h  

member i  kuas a  kepada : - -

3

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Al amat ????. . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

.

Nama : Drs .  MISBAHUL HUDA 

SH,M.Hi ; - - - - - - - - - - - -
Kewarganega

raan

: Indone s i a ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Peke r j a a n : Advoka t ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Alamat : Ja l a n  Pekapu r a n  I  Nomor  96  

Kelu r a h a n  Tanah  Sere a l  

Kecamat an  Tambora ,  Jaka r t a  

Bara t ; - - - - - -
2

.

Nama : IMAM GHOZALI,  

SH; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kewarganega

raan

: Indone s i a ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Peke r j a a n : Advoka t ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Alamat : Ja l a n  Pekapu r a n  I  Nomor  96  

Kelu r a h a n  Tanah  Sere a l  

Kecamat an  Tambora ,  Jaka r t a  

Bara t ; - - - - - -
3

.

Nama : ADI WIBOWO, SH,S .So s ,  

M.Si ; - - - - - - - - - - - - - - - -
Kewarganega

raan

: Indone s i a ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Peke r j a a n : Advoka t ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Alamat : Ja l a n  Pekapu r a n  I  Nomor  96  

Kelu r a h a n  Tanah  Sere a l  

Kecamat an  Tambora ,  Jaka r t a  

Bara t ; - - - - - -
4 Nama : SEPTA CINTHIA IMANIA,  

4

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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. SH; - - - - - - - - - - - - - - -
Kewarganega

raan

: Indone s i a ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Peke r j a a n : Advoka t ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Alamat : Ja l a n  Pekapu r a n  I  Nomor  96  

Kelu r a h a n  Tanah  Sere a l  

Kecamat an  Tambora ,  Jaka r t a  

Bara t ; - - - - - -
5

.

Nama : LULUK YUANA, 

SH; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-
Kewarganega

raan

: Indone s i a ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Peke r j a a n : Advoka t ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Alamat : Ja l a n  Pekapu r a n  I  Nomor  96  

Kelu r a h a n  Tanah  Sere a l  

Kecamat an  Tambora ,  Jaka r t a  

Bara t ; - - - - - -
6

.

Nama : AHMAD SYAMSUL HADI,  

SH; - - - - - - - - - - - - - - -
Kewarganega

raan

: Indone s i a ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Peke r j a a n : Advoka t ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Alamat : Ja l a n  Pekapu r a n  I  Nomor  96  

Kelu r a h a n  Tanah  Sere a l  

Kecamat an  Tambora ,  Jaka r t a  

Bara t ; - - - - - -
7 Nama : KUNTJONO, 

5

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
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Ser eal ????. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. SH; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -
Kewarganega

raan

: Indone s i a ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Peke r j a a n : Advoka t ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Alamat : Ja l a n  Pekapu r a n  I  Nomor  96  

Kelu r a h a n  Tanah  Sere a l  

Kecamat an  Tambora ,  Jaka r t a  

Bara t ; - - - - - -
      Untuk  se l a n j u t n y a  di s ebu t  sebaga i  PARA 

PELAWAN; - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MELAWAN- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I

.

Nama Jaba t a n : GUBERNUR JAWA 

TENGAH; - - - - - - - - - - - - -

Tempa t  

Kedudukan

: Ja l a n  Pah l awan  Nomor  9  

Semarang  Jawa  

Tengah ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
       Berda s a r k a n  Sura t  Kuasa  Khusus  Nomor  :  

180 /23193  tangga l              22  Desember  2009  

member i k a n  kuasa  

kepada : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 .

Nama

:

6

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
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PRASETYO ARIBOWO, SH,  M.Soc ,  Sc ; - -

Jaba t a n

:

Kepa l a  Bi ro  Hukum Sekre t a r i a t  Daerah  Prov i n s i  Jawa  

Tengah ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Alamat  Kanto r

:

Ja l a n  Pah l awan  Nomor  9 Semarang ; - - - - - - - - -

2 .

Nama

:

SJAFI ’ I ,  SH;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jaba t a n

:

Kepa l a  Bag ian  Ban tuan  Hukum dan  Hak  Asas i  Manus i a  

pada  Bi ro  Hukum Sekre t a r i a t  Daerah  Prov i n s i  Jawa  

Tengah ; - -

Alamat  Kanto r

:

7

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
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J awa Tengah?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ja l a n  Pah l awan  Nomor  9 Semarang ; - - - - - - - - -

3 .

Nama

:

IBNU PAMUNGKAS,  SH;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jaba t a n

:

Kepa l a  Sub .Bag i a n  Bantuan  Hukum  pada  Bi ro  Hukum 

Sekre t a r i a t  Daerah  Prov i n s i  Jawa  

Tengah ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Alamat  Kanto r

:

Ja l a n  Pah l awan  Nomor  9 Semarang ; - - - - - - - - -

4 .

Nama

:

PANDJI  KARTIKO,  SH;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jaba t a n

:

Kepa l a  Sub .Bag i a n  Sengke t a  Hukum pada  Bi ro  Hukum 

8

Disclaimer
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Sekre t a r i a t  Daerah  Prov i n s i  Jawa  

Tengah ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Alamat  Kanto r

:

Ja l a n  Pah l awan  Nomor  9 Semarang ; - - - - - - - - -

5 .

Nama

:

DHANIARDYANTO, SH;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jaba t a n

:

Sta f  Bi ro  Hukum Sekre t a r i a t  Daerah  Prov i n s i  Jawa  

Tengah ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Alamat  Kanto r

:

Ja l a n  Pah l awan  Nomor  9 Semarang ; - - - - - - - - -

6 .

Nama

:

LUSI  ARJUNI ,  SS,  MH;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Jaba t a n

:

Sta f  Bi ro  Hukum Sekre t a r i a t  Daerah  Prov i n s i  Jawa  

Tengah ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Alamat  Kanto r

:

Ja l a n  Pah l awan  Nomor  9 Semarang ; - - - - - - - - -

7 .

Nama

:

HARYONO WIDYASTOMO, SH; - - - - - - - - - -

Jaba t a n

:

Sta f  Bi ro  Hukum Sekre t a r i a t  Daerah  Prov i n s i  Jawa  

Tengah ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Alamat  Kanto r

:

Ja l a n  Pah l awan  Nomor  9 Semarang ; - - - - - - - - -

10

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.idTel ah???. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

      Semula  sebaga i  Terguga t  I  seka r a ng  sebaga i  

Ter lawan  I ; - - - - - - - - - - - - - - - -

I

I

.

Nama Jaba t a n : KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN 

REMBANG; - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tempa t  

Kedudukan

: Ja l a n  Pemuda  KM 02  

Rembang  ; - - - - - - - - - - - - - -
Berda s a r k a n  Sura t  Kuasa  t angga l  12  Janua r i  20 10  

member i k a n  kuasa  

kepada : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 .

Nama

:

BUDI HANDAYANI,  ST; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jaba t a n

:

Anggo t a  Komis i  Pemi l i h a n  Umum  (KPU)  Kabupa t e n  

Rembang ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Semula  sebaga i  Tergugat  II  seka r a ng  sebaga i  

Ter lawan  II ; - - - - - - - - - - - - -

Pengad i l a n  Tata  Usaha  Negara  

11

Disclaimer
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

t e r s e b u t  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Te lah  membaca  Pene t a p a n  Ketua  Pengad i l a n  

Ta ta  Usaha  Negara  Semarang  Nomor  :  

62 /PLW/G/2009 / PTUN.Smg  t angga l  10  Desember  2009  

ten t a n g  Penun j ukkan  Maje l i s  Hakim  yang  memer ik s a ,  

memutus ,  dan  menye l e s a i k a n  perka r a  Per l awanan  

in i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Te lah  membaca  pene t a p a n  Hakim  Ketua  Maje l i s  

Nomor  :               62 /PLW/G/2009 / PTUN.Smg  

tangga l  15  Desember  2009  ten t a n g  har i  pe r s i d a n g a n  

dengan  Acara  

Singka t ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

Te lah  membaca  Pene t a p a n  Ketua  Pengad i l a n  Ta ta  

Usaha  Negara  Semarang  Nomor  62 /PLW/G/  

2009 /PTUN.Smg  t angga l   26  November  2009   t en t a n g  

Prose s  

Dismis s a l  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

Te lah  membaca  dan  memer ik s a  be rka s  perka r a  

dan  su r a t - su r a t  pra  buk t i  yang  d ia j u k a n  ol eh  

Ter l awan  I I  

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TENTANG  DUDUK 

PERKARANYA-- - - - - - - - - - - - - - -
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar ???. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Menimbang ,  bahwa  Amar  Pene t a p a n  Dismis s a l  

Nomor  :                62 /PLW/G/2009 / PTUN.Smg  

tangga l   26  November  2009    be rbuny i  sebaga i  

ber i k u t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Menya t ak a n  guga t a n  para  Pengguga t  t i d a k  

di t e r im a ; - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Membebankan  bi aya  yang  t imbu l  da l am  sengke t a  

in i  kepada  para  Pengguga t  sebe s a r  Rp.  

86 .000 , 0 0  (De l a p a n  Puluh  Enam  Ribu  

Rupiah ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang ,  bahwa  para  Pe l awan  da l am  Sura t  

Per l awanannya  t e r t a n g g a l  7  Desember  2009  dan  

dida f t a r k a n  di  Kepan i t e r a a n  Pengad i l a n  Tata  Usaha  

Negara  Semarang  pada  t angga l  8  Desember  2009  t e l a h  

mengemukan  kebe r a t a n n y a  t e r h a d a p  Pene t a p a n  

Dismis s a l  Ketua  Pengad i l a n  Tata  Usaha  Negara  

Semarang  sebaga i  ber i k u t ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dasa r  dan  a l a s a n  yang  d ipaka i  o leh  para  Pe l awan  

ada l a h  sebaga i  ber i k u t : - -

1 . Bahwa  Pengad i l a n  Tata  Usaha  Negara  Semarang  

te l a h  ke l i r u  da l am  melakukan  Pene t a p a n  

berken a a n  dengan  guga t a n  Para  Pe l awan  dengan  

memper t imbangkan  pasa l  2  g  Undang- Undang  

13
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Repub l i k  Indone s i a  Nomor  5 Tahun  1986  t en t a n g  

Pengad i l a n  Tata  Usaha  Negara  dan  Undang-

Undang  Repub l i k  Indone s i a  Nomor  9  Tahun  2004  

ten t a n g  perubahan  Undang- Undang  Repub l i k  

Indone s i a  Nomor  5  Tahun  1986  dan  t i d a k  

memper t imbangkan  a l a s a n  Pe l awan  se su a i  da l am  

mate r i  Guga t a n ,  se r t a  Pengad i l a n  Tata  Usaha  

Negara  Semarang  da l am  s i d ang  permusyawar a t a n  

t i d a k  pernah  member i  kesempa t a n  kepada  

Pengguga t  maupun  Terguga t  un tuk  menyampa ika n  

a l a s a n - a l a s a n  da l am  melaks an a k an  

permusyawa r a t a n  t ap i  l ang s ung  membacakan  

pene t a p a n ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2 . Bahwa  Undang- Undang  Repub l i k  Indone s i a  Nomor  

5  Tahun  1986  ten t a n g  Pengad i l a n  Tata  Usaha  

Negara  dan  Undang- Undang  Repub i i k  Indone s i a  

Nomor  9  Tahun  2004  ten t a n g  Perubahan  Undang-

Undang  Nomor  5  Tahun  1986  pasa l  2  yang  

buny i ny a  :  t i d a k  t e rma suk  da l am  penge r t i a n  

Ta ta  Usaha  Negara  menuru t  Undang - Undang  

in i : - - - - - - - - - - - -

a . dan  

se t e r u s n y a ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.idmengenai ???. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b. dan  

se t e r u s n y a ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c . dan  

se t e r u s n y a ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

d . dan  

se t e r u s n y a ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

e . dan  

se t e r u s n y a ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

f . dan  

se t e r u s n y a ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

g . Keputu s a n  Komis i  Pemi l i h a n  Umum ba ik  

Pusa t  maupun  di  Daerah  mengena i  Hasi l  

Pemi l i h an  

Umum; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

3 . Bahwa  pe r t imbangan  sengke t a  mengena i  has i l  

Pemi l u  yang  da l am  ha l  in i  menyangku t  3  ( t i g a )  

ha l  ya i t u  pene t a p a n  jumlah  pero l e h a n  sua r a  

par t a i ,  pene t a p a n  jumlah  pero l e h a n  kur s i  

se r t a  pene t a p a n  orang - orang  yang  t e r p i l i h  

15
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Per t anyaan???. . . . . . . . . . . . . . . . .

dst ???. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sebaga i  anggo t a  l eg i s l a t i f ,  t i d a k  dapa t  

di j a d i k a n  ob j ek  sengke t a  di  depan  Perad i l a n  

Ta ta  Usaha  Negara  ada l a h  t i d a k  bena r  kar en a  

se sua i  j awaban  Pemer i n t a h  t e r h a d a p  

pemandangan  umum  Fraks i - Fraks i  d i  Dewan  

Perwak i l a n  Rakya t  a t a s  rancangan  Undang-

Undang  ten t a n g  Perad i l a n  Tata  Usaha  Negara  

yang  di l a k s a n a k a n  pada  s id a ng  Par i p u r n a  DPR 

RI  pada  tangga l  20  Mei  1986  yang  d iba c ak an  

ol eh  Mente r i  Kehak iman  Bapak  H.  I sma i l  Sa l eh  

(bac a  :  MARBUN, SF pada  PERADILAN TATA USAHA 

NEGARA Hal  187  a l i n e a  ke  4 ,  5 ,  6 ,  7  dan  Hal  

188  a l i n e a  1 .  LIBERTY,  YOGYAKARTA)  yang  

i s i n y a  :  se l a n j u t n y a  Fraks i  PDI  min t a  aga r  

Pemer i n t a h  member i k a n  ke t e r a n g a n  l eb i h  l an j u t  

t en t a n g  pasa l  2  huru f  f  (pada  saa t  i t u  pasa l  

2  huru f  g  da l am  ranc angan  Undang- Undangnya  

ada l a h  pasa l  2  huru f  f )  ya i t u  t en t a n g  

kepu t u s a n  Pan i t i a  Pemi l i h a n  Indone s i a  d i  

pusa t  maupun  di  dae r a h  mengena i  has i l  

Pemi l i h a n  Umum  t i d a k  t e rmasuk  da l am  

penge r t i a n  kepu t u s a n  badan  a t au  Pe j aba t  Tata  

Usaha  Negara ; - - - - - - - - - - -  

Alasan  Pokok  bag i  Pemer i n t a h  un tuk  t i d a k  

memasukannya  ke  da l am  penge r t i a n  kepu t u s a n  
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badan  a t au  Pe j aba t  Tata  Usaha  Negara ,  ada l a h  

karen a  kompos i s i  da r i  Pan i t i a  Pemi l i h a n  

Indone s i a  t e r d i r i  da r i  unsu r - unsu r  Parpo l ,  

Golka r  dan  unsu r - unsu r  Pemer i n t a h ,  seh i ngg a  

apab i l a  has i l  Pemi l i h a n  Umum  i t u  sudah  

di s ahk a n  o leh  Pan i t i a  Pemi l i h a n  Indone s i a  

da l am  sua t u  kepu t u s a n  maka  bera r t i  ha l  

t e r s e b u t  sudah  merupakan  konsen s u s  ber s ama  

yang  t i d a k  dapa t  d i  guga t  l ag i .  Per t a n y a a n  

hampi r  se rupa  juga  di a j u k a n  Fraks i  Per s a t u a n  

Pembangunan  t en t a n g  baga imana  penye l e s a i a n  

te r h a d a p  kemungk i n an  peny impangan  te r h a d a p  

pera t u r a n -  per a t u r a n     Pemi l i h a n   Umum.  

menuru t………………………………………………………………. . ds t……………………….

Per l u  kami  t ambahkan  bahwa  masa l a h  Pemi l i h a n  

Umum  yang  d imaksud  da l am  huru f  f  ada l a h  

sekeda r  mengena i  has i l  Pemi l i h a n  Umum  i t u  

bukan  mengena i  pe l ak s a n a a n  a t au  

penye l e n gg a r a a n n y a .  Karena  kompos i s i  KPU 

seka r a ng  ada l a h  independen t  j ad i  konsen s u s  

t e r s e b u t  t i d a k  re l e v a n  l ag i  un tuk  di j a d i k a n  

dasa r  pene t a p a n ;  dan  mengena i  pe l ak s a n a a n  dan  

penye l e n gg a r a a n  ada l a h  di  lua r  has i l  Pemi lu ,  

sedangkan  obyek  guga t a n  Pe l awan  ada l a h  

kepu t u s a n  mengena i  t i n d a k  l an j u t  da l am  
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pe l ak s a n a a n  dan  penye l e n gg a r a a n  d i  lua r  has i l  

Pemi l u .  Maka  obyek  guga t a n  Pe l awan  t e r s e b u t  

merupakan   kewenangan  Pengad i l a n  Tata  Usaha  

Negara ; - - - - - -

4 . Bahwa  Undang- Undang  Repub l i k  Indone s i a  Nomor  

10  Tahun  2008 ,  t en t a n g  Pemi l u  menga t u r  

t e r s e n d i r i  

mengena i  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tahapan  Pemi l u  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Pasa l  

4 ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1) Pemi l u  di l a k s a n a k a n  5  (  l ima  )  t ahun  

seka l i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) Tahapan  Pemi l u  

mel ipu t i  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

a . Pemutakh i r a n  da t a  pemi l i h  dan  

penyusunan  da f t a r  pemi l i h ; - - -

b . Penda f t a r a n  pese r t a  

Pemi l u ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

c . Pene t a p a n  pese r t a  
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f .  Masa???. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pemi l u ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

d . Pene t a p a n  jumlah  kur s i  dan  

pene t a p a n  Daerah  Pemi l i h a n ; - - - - -

e . Penca l o n a n  anggo t a  DPR,  DPD,  DPRD 

Prov i n s i  dan  DPRD 

Kabupa t e n /Ko t a ; - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

f . Masa  

Kampanye ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

g . Masa  

tenang ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

h . Pemungu t a n  dan  pengh i t u n g a n  

sua r a ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

i . Pene t a p a n  has i l  Pemi l u ,  

dan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

j . Pengucapan  sumpah / j a n j i  anggo t a  

DPR,  DPD,  DPRD Prov i n s i ,  dan  DPRD 

Kabupa t e n /Ko t a ; - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -
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3) Pemungu t a n  sua r a  d i l a k s a n a k a n  ha r i  l i b u r  

a t au  har i  yang  

di l i b u r k a n ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Has i l  

Pemi l u  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pasa l  

199 ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1) Has i l  Pemi lu  Anggo t a  DPR,  DPD,  DPRD 

Prov i n s i  dan  DPRD  Kabupa t e n /Ko t a  

t e r d i r i  a t a s  pero l e h a n  sua r a  par t a i  

po l i t i k  se r t a  pero l e h a n  sua r a  Anggo t a  

DPR,  DPD,  DPRD Prov i n s i ,  dan  DPRD 

Kabupa t e n /Ko t a ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) KPU waj i b  mene ta pkan  seca r a  Nas iona l  

has i l  Pemi l u  Anggo t a  DPR,  DPD,  DPRD 

Prov i n s i ,  dan  DPRD 

Kabupa t e n /Ko t a ; - - - - - - - - -

Per s e l i s i h a n  has i l  

Pemi l u : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

pada  Bagi an  Kedua  pasa l  258  (aya t  1 ,  2  )  dan  

pasa l  259  aya t  1 ,2 , 3  yang  
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kur si ?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .berbuny i : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pasa l  

258 ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1) per s e l i s i h a n  has i l  Pemi l u  ada l a h  

per s e l i s i h a n  an t a r a  KPU dan  Pese r t a  Pemi l u  

mengena i  Pene t a p a n  Pero l e h a n  Sua ra  has i l  

Pemi l u  seca r a  

Nas iona l ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) Per s e l i s i h a n  Pene t a p a n  pero l e h a n  sua r a  has i l  

Pemi l u  seca r a  Nas iona l  sebaga imana  d imaksud  

aya t  (1 )  ada l a h  Per s e l i s i h a n  Pene t a p a n  

Pero l e h a n  Suar a  yang  dapa t  mempenga ruh i  

pero l e h a n  kur s i  Pese r t a  

Pemi l u ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Pasa l  

259 ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1) Dalam  ha l  t e r j a d i  per s e l i s i h a n  

Pene t a p a n  Pero l e h a n  Sua ra  has i l  

Pemi l u  seca r a  Nas iona l ,  Pese r t a  

Pemi l u  dapa t  menga jukan  permohonan  
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pemba t a l a n  Pene t a p a n  has i l  

pe rh i t u n g a n  Pero l e h a n  Suar a  ol eh  

KPU  kepada  Mahkamah  

Kons t i t u s i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) Pese r t a  Pemi l u  menga juk an  

permohonan  kepada  Mahkamah  

Kons t i t u s i  sebaga imana  d imaksud  

pada  aya t  (1 )  pa l i n g  lama      3  x  

24  (dua  pu luh  empa t )  j am  se j a k  

d iumumkan  pene t a p a n  pero l e h a n  sua r a  

has i l  Pemi l u  seca r a  Nas iona l  oleh  

KPU;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3) KPU,  KPU  Prov i n s i ,  dan  KPU 

Kabupa t e n /Ko t a  waj i b  

menindak l a n j u t i  pu tu s a n  Mahkamah  

Kons t i t u s i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5 . Bahwa  Undang- Undang  Repub l i k  Indone s i a  Nomor  

10  Tahun  2008  Bab  XII I ,  pene t a p a n  pero l e h a n  

kur s i  ca lon  te r p i l i h ,  bag i a n  kesa t u  pene t a p a n  

pero l e h a n  

kur s i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

Pasa l  

204 ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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6 Bahwa???. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1) Dan 

se t e r u s n y a ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) Dan 

se t e r u s n y a ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3) Pero l e h a n  kur s i  pa r t a i  po l i t i k  pese r t a  

Pemi l u  un tuk  Anggo t a  DPRD 

Kabupa t e n /Ko t a  di t e t a p k a n  ol eh  KPU 

Kabupa t e n /Ko t a ; - -

Dengan  demik i a n  Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  

2008  t en t a n g  Pemi l i h a n  Umum anggo t a  DPR,  DPD,  

DPRD  Prov i n s i ,  DPRD  Kabupa t e n /Ko t a  t e l a h  

menga tu r  semua  seh i ngg a  semua  pena f s i r a n  a t au  

penge r t i a n  baru  yang  berupa  pu tu s a n  hak im  

te r d a hu l u  mengena i  has i l  Pemi l u  sudah  t i d a k  

re l e v a n  l ag i  un tuk  di j a d i k a n  per t imbangan  

pene t a p a n ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6 . Bahwa  obyek  guga t a n  Pe l awan  ada l a h  Keputu s a n  

Gubernu r  Jawa  Tengah  Nomor  :  170 /43 / 2 0 09  

tangga l  27  Ju l i  2009  t en t a n g  Pere sm i an  

Pemberhen t i a n  dan  Pengangka t a n  Anggo t a  Dewan  

Perwak i l a n  Rakya t  Daerah  Kabupa t e n  Rembang  

Tahun  2009 ,  berda s a r k a n  Keputu s a n  Komis i  
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Pemi l i h a n  Umum Kabupa t e n  Rembang  t angga l  18  

Mei  2009  Nomor  12  Tahun  2009  t en t a n g  

Pene t a p a n  Pero l e h a n  Kurs i  Par t a i  Pol i t i k  dan  

Anggo t a  Dewan  Perwak i l a n  Rakya t  Daerah  (  DPRD 

)  Kabupa t e n  Blor a  da l am  Pemi l i h a n  Umum tahun  

2009 ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7 . Bahwa  se l a i n  a l a s a n - a l a s a n  t e r s e b u t  di  a t a s  

Pe l awan  te t a p  ber t a h a n  pada  da l i l - da l i l  yang  

diu r a i k a n  Pe l awan  pada  mate r i  guga t a n  Pe l awan  

tangga l  9  November  2009  dan  merupakan  

kesa t u a n  yang  t i d a k  bi s a  d ip i s a h k a n  dengan  

mate r i  pe r l awanan  t e r h a d a p  pene t a p a n  

Pengad i l a n  Tata  Usaha  Negara  Nomor  :  

62 /G /Pen .D i s / 2 0 0 9 / PTUN.SMG;- - - - - - - - - -

Dengan  a l a s a n - a l a s a n  t e r s e b u t  kami  mohon  

Pengad i l a n  Tata  Usaha  Negara  Semarang  da l am  

pene t a p a nnya  menya t ak a n  bahwa  Pengad i l a n  Tata  

Usaha  Negara  Semarang  berwenang  memer i k s a  /  

mengad i l i  sengke t a  Tata  Usaha  Nega ra  an t a r a  

Pe l awan  dan  Ter l awan  dengan  Pene t a p a n  sebaga i  

ber i k u t : - - -

1 . Menya t ak a n  mener ima  Guga t an  para  

Pe l awan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2 . Menya t ak a n  ba t a l  demi  hukum  pene t a p a n  

Pengad i l a n  Tata  Usaha  Negara  pada  pe rka r a  
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Pengadi l an???. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nomor  :  62 /G /Pen .D i s / 2 0 0 9 / PTUN.SMG  dan  

melan j u t k a n  pemer i k s a a n  pe rka r a  Nomor :  

62 /G /2009 / PTUN SMG.; - - - -

3 . Membebankan  bi aya  perka r a  pada  para  

Ter l awan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang ,  bahwa   a t a s  guga t a n  t e r s e b u t ,  

pihak  Ter l awan  I  t e l a h  menga jukan  Jawaban  seca r a  

l i s a n  yang  pada  pokoknya  Ter l awan  I  menolak  

per l awanan  para  pe l awan  ka ren a  Pene t a p a n  Dismis a l  

Ketua  Pengad i l a n  Tata  Usaha  Negara  Semarang  sudah  

bena r  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang ,  bahwa   a t a s  guga t a n  t e r s e b u t ,  

pihak  Ter l awan  I I  t e l a h  menga jukan  Jawaban  

te r t a n g g a l  5  Janua r i  2010  yang  pada  pokoknya  

sebaga i  be r i k u t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 . Bahwa  kami  sependapa t  dengan  pene t a p a n  

Pengad i l a n  Tata  Usaha  Negara  Semarang ,  yang  

pada  pokoknya  menya t a k a n  Perad i l a n  Ta ta  Usaha  

Negara  seca r a  abso l u t  t i d a k  be rwenang  un tuk  

memer i k s a ,  memutuskan  dan  menye l e s a i k a n  

guga t a n  Para  Pengguga t  ( s eka r a n g  Pe l awan )  dan  

mene t apk an  guga t a n  Para  Pengguga t  t i d a k  dapa t  

di t e r im a ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Per adi l an???. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2 . Bahwa  Pasa l  2  huru f  g  Undang- undang  Nomor  5  

Tahun  1986  jo  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  

2004  menen tuk an  sebaga i  ber i k u t :  "Tidak  

te rma suk  da l am  penge r t i a n  Keputu s a n  Ta ta  

Usaha  Negara  menuru t  undang - undang  

in i  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

a . Keputu s a n  Tata  Usaha  

. . . . . . . . . . . . d s t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b . Kepu tu s a n  Pan i t i a  Pemi l i h a n  Umum ba ik  

di  Pusa t  maupun  di  dae r a h  mengena i  

has i l  pemi l i h a n  

umum;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3 . Bahwa  yang  dimaksud  da l am  Pasa l  2  huru f  g  

Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  dengan  

Komis i  Pemi l i h a n  Umum di  Pusa t  dan  di  dae r a h  

ada l a h  t e rmasuk  Komis i  Pemi l i h a n  Umum 

Kabupa t e n  Rembang  (Te r l awan  

I I ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4 . Bahwa  ka ren a  s i f a t  dan  maksud  Keputu s a n  

Komis i  Pemi l i h a n  Umum,  o leh  pemben tuk  undang -

undang  kepu t u s a n - kepu t u s a n  i t u  t i d a k  dapa t  
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digo l o ngka n  t e rmasuk  da l am  penge r t i a n  

kepu t u s a n  ta t a  usaha  nega r a  menuru t  Undang -

Undang  Nomor  5  Tahun  1986  jo  Undang- Undang  

Nomor  9  Tahun  2004  (d i k e c u a l i k a n ) ,  seh i n gg a  

t i d a k  dapa t  diguga t  d i  Perad i l a n  Ta ta  Usaha  

Negara ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

5 . Bahwa  Sura t  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  8  

Tahun  2005  (SEMA Nomor  8  Tahun  2005)  Ten t ang  

Pe tun j u k  Tekn i s  Ten t ang  Sengke t a  Mengena i  

Pemi l i h a n  Umum Kepa l a  Daerah  (P i l k a d a )  t e l a h  

menegaskan  seka l i p u n  yang  di c an t umkan  seca r a  

eksp l i s i t  da l am  Pasa l  2  huru f  g  Undang- Undang  

Nomor  5  Tahun  1986  ada l a h  mengena i  has i l  

pemi l i h a n  umum,  namun  ha ru s  di a r t i k a n  sebaga i  

mel ipu t  juga  kepu t u s a n -  kepu t u s a n  yang  

te r k a i t  dengan  pemi l i h a n  umum"; - - - - - - - - - - - -

6 . Bahwa  "kepu t u s a n - kepu i u s a n  yang  t e r k a i t  

dengan  pemi l i h a n  umum"  sebaga imana  dimaksud  

da l am  SEMA  Nomor  8  Tahun  2005  ada l a h  

kepu t u s a n - kepu t u s a n  yang  menjad i  wewenang  KPU 

dan  KPU  Prov i n s i / K a b up a t e n /Ko t a  un tuk  

menerb i t k a rmya  se sua i  per a t u r a n  perundang -

undangan  yang  ber l a k u  ba ik  da l am  rangka  

per s i a p a n  maupun  has i l  pemi l i h a n  umum.  Bahwa  
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Nomor ???. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PPP???. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

KPU dan  KPU Prov i n s i / K a bupa t e n /Ko t a  ada l a h  

penye l e n gg a r a  Pemi l u  yang  berda s a r k a n  Undang-

Undang  Nomor  10  Tahun  2008  t en t a n g  Pemi l u  

DPR,  DPD  dan  DPRD  berwenang  menge lu a r k a n  

kepu t u s a n - kepu t u s a n  yang  berka i t a n  dengan  

penye l e n gg a r a a n  Pemi l u  t e rmasuk  da l am  

mene t apk an  pero l e h a n  sua r a  pese r t a  Pemi l u ,  

pene t a p a n  pero l e h a n  kur s i  pa r t a i  po l i t i k  dan  

pene t a p a n  ca l on  

te r p i l i h ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7 . Bahwa  prak t e k  perad i l a n ,  SEMA Nomor  8  Tahun  

2005  sebaga i  pe tun j u k  tekn i s  t e r h a d a p  

penge r t i a n  Pasa l  2  huru f  g  Undang- Undang  

Nomor  5  Tahun  1986  jo  Undang-  Undang  Nomor  9  

Tahun  2004  te l a h  dipedoman i  da l am  kasu s  yang  

te r k a i t  dengan  pemi l i h a n  umum.  Bahwa  da l am  

Putu s a n  Kasas i  Nomor  187K/TUN/2004  Tangga l  14  

Februa r i  2008  jo  Putu s an  Nomor  

42 /B .TUN/2004 / PT .TUN.SBY  jo  Putu s a n  Nomor  

01 /G /TUN/PTUN.SMG,  da l am  per t imbangan  hukum 

Mahkamah  Agung  menya t a k a n  bahwa  obyek  

sengke t a  per i h a l  penye l e s a i a n  yang  memutuskan  

un tuk  menyer ahkan  fo rmu l i r  penca l o n a n  

( fo rmuI i r  ca lon  leg i s l a t i f )  Kabupa t e n  Batang  

kepada  DPC  PPP  Kabupa t e n  Batang  yang  
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dike l u a r k a n  o leh  KPUD Batang  t i d a k  t e rma suk  

ka t ego r i  Kepu tu s a n  Ta ta  Usaha  

Negara ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Se l an j u t n y a    da l am    Putu s an    Kasas i  Nomor  

315K/TUN/2008  Tangga l  22  Oktobe r  2008  jo  

Putu s a n  Nomor  162 /B / 2008 / PT .TUNJKT  jo  Putu s an  

Nomor  110 /G .TUN/2008 /PTUN.JKT  t angga l  15  

Agus t u s  2008  da l am  perka r a  an t a r a  Par t a i  

Repub l i k k u  sebaga i  Pengguga t  melawan  Ketua  KPU 

(Pusa t )  sebaga i  Terguga t  per i h a l  has i l  

ve r i f i k a s i  pa r t a i  po l i t i k  pese r t a  pemi l u  Tahun  

2009  yang  d ike l u a r k a n  KPU,  da l am  

per t imbangannya  Mahkamah  Agung  menyebu t k a n  

bahwa  "semua  j en i s  kepu t u s a n  KPU t i d a k  menjad i  

obyek  guga t a n  d i  Perad i l a n  Tata  Usaha  

Negara . . . . .  

ds t ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

Bahwa  se l a i n  i t u  Pengad i l a n  Tata  Usaha  Negara  

Semarang  da l am  perka r a  Nomor  17 /G/2009 / PTUN.Smg  

tangga l  25  Jun i  2009  t e l a h  menja t u hk a n  pu tu s a n  

mener ima  eksep s i  KPU Prov i n s i  Jawa  Tengah  dan  

menya t a k an  Pengad i l a n  Tata  Usaha  Negara  

Semarang  t i d a k  berwenang  rnengad i l i  pe rka r a  

t e r k a i t  Kepu tu s a n  KPU  Prov i n s i  Jawa  Tengah .  
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Bahwa???. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bahwa  Perka r a  t e r s e b u t  pada  saa t  in i  t e l a h  

berkekua t a n  hukum 

te t a p ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8 . Bahwa  dengan  demik i a n  t i d a k  bena r  a l a s a n  

Pe l awan  bahwa  pena f s i r a n  a t au  penge r t i a n  baru  

yang  berupa  pu tu s a n  hak im  t e r d a h u l u  mengena i  

has i l  Pemi l u  sudah  t i d a k  re l e v a n  lag i  un tuk  

di j a d i k a n  per t imbangan  

pene t a p a n ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  berda s a r k a n  SEMA Nomor  8  Tahun  2005  dan  

Yur i s p r u d e n s i  pu tu s a n - pu tu s a nny a ,  Mahkamah  

Agung  t e t a p  be rpendapa t  semua  j en i s  kepu t u s a n  

KPU t i d a k  menjad i  obyek  guga t a n  d i  Perad i l a n  

Ta ta  Usaha  

Negara ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9 . Bahwa  be rda s a r k a n  Pasa l  2  huru f  g  Undang-

Undang  Nomor  5  Tahun  1986  Jo  Undang- Undang  

Nomor  9  Tahun  2004  dan  SEMA Nomor  8  Tahun  

2005  se r t a  Yur i s p r u d e n s i  pu tu s a n - pu tu s a n  

Mahkamah  Agung  di  a t a s ,  maka  kami  mohon  aga r  

Maje l i s  Hakim  Pengad i l a n  Tata  Usaha  Negara  

Semarang  menya t a k a n  Pengad i l a n  Tata  Usaha  
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Negara  t i d a k  berwenang  mengad i l i  guga t a n  Para  

Pengguga t ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berda s a r k a n  ura i a n  t e r s e b u t ,  maka  dengan  penuh  

horma t  Ter l awan  I I  memohon  perkenan  Maje l i s  Hakim  

Pengad i l a n .  Tata  Usaha  Negara  Semarang  yang  

memer i k s a  per l awanan  in i  member i k a n  

pu tu s a n  : - - - - - - - - - - - -

1 . Menolak  Per l awanan  dar i  

Pe l awan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

2 . Mengua tk an  pene t a p a n  Pengad i l a n  Ta ta  

Usaha  Negara  Semarang  Nomor  

62 /G /Pen .D i s / 2 0 0 9 / PTUN.SMG;- - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3 . Membebankan  bi aya  yang  t imbu l  da l am  

per l awanan  in i  kepada  

Pe l awan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

Menimbang ,  bahwa  Para  Pe l awan  dan  Ter l awan  I  

t i d a k  menga jukan  buk t i  

awal : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang ,  bahwa  un tuk  mengua t k a n  da l i l - da l i l  

Jawabannya ,  Ter l awan  I I  t e l a h  menga jukan  buk t i  
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Tekni s?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

awal  be rupa  fo t o cop i  su r a t  yang  te l a h   d icocokkan  

dengan  as l i n y a  dan  dibe r i   t and a  Tlw  I I  -  1  sampa i  

dengan    Tlw  I I  –  3   sebaga i  

ber i k u t : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1

.

Tlw I I  

–  1   

: Fotocopy  Sura t  Edaran  Mahkamah  
agung  Repub l i k  Indone s i a  Nomor :  8  
Tahun  2005  t en t a n g  Pe tun j u k  Tekn i s  
t en t a n g  sengke t a  mengena i  Pemi l i h a n  
Umum Kepa l a  Daerah  
(P ILKADA); - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - -

2

.

Tlw I I  

–  2   

: Fotocopy  Sa l i n a n  Putu s a n  Kasas i  
Mahkamah  agung  Repub l i k  Indone s i a  
Nomor  315K/TUN/2008  da l am  perka r a  
an t a r a  Ketua  Komis i  Pemi l i h a n  Umum 
(KPU)  melawan  Par t a i  Repub l i k k u  
Indone s i a  per i h a l  has i l  ve r i f i k a s i  
par t a i  po l i t i k  pese r t a  pemi l u  Tahun  
2009  yang  dike l u a r k a n  
KPU;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3

.

Tlw I I  

–  3   

: Fotocopy  Sa l i n a n  Pene t a p a n / P u t u s a n  
Band ing  Nomor  :  187K/TUN/2004  da l am  
perka r a  an t a r a  Komis i  Pemi l i h a n  
Umum Kabupa t e n  Batang  dengan  DR.  
H.A.  ASRORI HAS,  
MBA;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Menimbang ,  bahwa  sega l a  ha l  yang  te r c a n t um  

da l am  Ber i t a  Acara  Pemer i k s a a n  perka r a  in i  

di anggap  te l a h   t e rmua t  dan  merupakan  bag i a n  yang  

t i d a k  t e r p i s a h k a n  dengan  pu tu s a n  

in i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TENTANG    PERTIMBANGAN 

HUKUM- - - - - - - - - - - - -

Menimbang ,  bahwa  maksud  dan  tu j u a n  per l awanan  

32

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 32



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dal am???. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Meni mbang???. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Meni mbang???. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

dar i  Para  Pe l awan  ada l a h  sebaga imana  d iu r a i k a n  di  

a t a s  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang ,  bahwa  Per l awanan  Para  Pe l awan  

ada l a h  mengena i  Pene t a p a n  Dismis s a l  Ketua  

Pengad i l a n  Tata  Usaha  Negara  Semarang  Nomor  :  

62 /Pen .D i s /  2009 /PTUN.SMG te r t a n g g a l  26  Nopember  

2009 ,  d imana  Per l awanan  Para  Pe l awan  dia j u k a n  dan  

dida f t a r k a n  di  Kepan i t e r a a n  Pengad i l a n  Tata  Usaha  

Negara  Semarang  pada  tangga l  8  Desember  2009 ,  

dengan  demik i a n  seca r a  fo rma l  per l awanan  yang  

di a j u k a n  ol eh  Para  Pe l awan   mas ih  da l am  t enggang  

waktu  sebaga imana  d i t e n t u k a n  da l am  Pasa l  62  aya t  

(3 )  huru f  a  Undang - Undang  Nomor  5  Tahun  1986  jo .  

Undang - Undang  Nomor  9  Tahun  2004  jo .  Undang - Undang  

Nomor  51  Tahun  2009  Ten t ang  Perad i l a n  Tata  Usaha  

Negara  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang ,  bahwa  Pene t a p a n  Dismi s s a l  Ketua  

Pengad i l a n  Tata  Usaha  Negara  Semarang   Nomor  :  

62 /Pen .D i s / 2 0 0 9 / PTUN.SMG  yang  diuc apkan  pada  

tangga l  26  Nopember  2009 ,  t e l a h  memper t imbangkan  

bahwa   masa l a h  yang  di s e ngk e t a k a n  menyangku t  t i d a k  

di t e t a p k a n ny a  Para  Pengguga t  (Pa r a  Pe l awan )  

sebaga i  ca l on  t e r p i l i h  Anggo t a  DPRD  has i l  

Pemi l i h a n  Umum Tahun  2009 ,  maka  pengad i l a n  meni l a i  

pokok  guga t a n  (da l am  ha l  in i  Kepu tu s a n  Gubernu r  
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Jawa  Tengah  Nomor   :  170 /43 / 2 0 09 ,  t angga l  27  Ju l i  

2009  ten t a n g  Pere sm i a n  Pemberhen t i a n  dan  

Pengangka t a n  Anggo t a  Dewan  Perwak i l a n  Rakya t  

Daerah  Kabupa t e n  Rembang  dan  Keputu s a n  Komis i  

Pemi l i h a n  Umum Kabupa t e n  Rembang  Nomor  :  12  Tahun  

2009 ,  t angga l  18  Mei  2009  ten t a n g  Pene t a p a n  Calon  

Terp i l i h  Anggo t a  Dewan  Perwak i l a n  Rakya t  Daerah  

(DPRD)  Kabupa t e n  Rembang  da l am  Pemi l i h a n  Umum 

Anggo t a  DPR,  DPD,  DPRD  Prov i n s i  dan  DPRD 

Kabupa t e n /Ko t a  Tahun  2009 ) ,  merupakan  permasa l a h a n  

dan  sengke t a  yang  menyangku t  has i l  pemi l u  Tahun  

2009  yang  d i t e t a p k a n  ol eh  Komis i  Pemi l i h a n  Umum 

Kabupa t e n  Rembang ,  dan   berda s a r  kedudukan  Pasa l  2  

huru f  g  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2004  t en t a n g  

Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor   5  Tahun  1986  

Ten tang  Perad i l a n  Tata  Usaha  Negara ,  sengke t a  

mengena i  has i l  PEMILU  yang  da l am  ha l  in i  

menyangku t  3  ( t i g a )  ha l ,  ya i t u  pene t a p a n  jumlah  

pero l e h a n  sua r a  pa r t a i ,  pene t a p a n  jumlah  pero l e h a n  

kur s i ,  se r t a  pene t a p a n  orang - orang  yang  t e r p i l i h  

sebaga i  anggo t a  l eg i s l a t i f ,  t i d a k  dapa t  di j a d i k a n  

obyek  sengke t a  di  depan  Perad i l a n  Tata  Usaha  

Negara  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang ,  bahwa  Para  Pe l awan  be rkeb e r a t a n  
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dengan  dasa r  per t imbangan  Pene t a p a n  Ketua  

Pengad i l a n  Tata  Usaha  Negara  Semarang  t e r s e b u t  

di a t a s ,  yang  pada  pokoknya   dengan  

a l a s a n   : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa   pe r t imbangan  berda s a r  kedudukan  Pasa l  

2  huru f  g  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2004  

ten t a n g  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor   5  

Tahun  1986  Ten t ang  Perad i l a n  Tata  Usaha  

Negara ,  sengke t a  mengena i  has i l  PEMILU yang  

da l am  ha l  in i  menyangku t  3  ( t i g a )  ha l ,  ya i t u  

pene t a p a n  jumlah  pero l e h a n  sua r a  par t a i ,  

pene t a p a n  jumlah  pero l e h a n  kur s i ,  se r t a  

pene t a p a n  orang - orang  yang  t e r p i l i h  sebaga i  

anggo t a  l eg i s l a t i f ,  t i d a k  dapa t  di j a d i k a n  

obyek  sengke t a  di  depan  Perad i l a n  Tata  Usaha  

Negara  ada l a h  t i d a k  bena r ,  ka r en a  kompos i s i  

KPU seka r a ng  ada l a h  independen t ,   mengena i  

pe l ak s a n a a n  dan  penye l e n gg a r a a n  ada l a h  di l u a r  

has i l  PEMILU.  Obyek  guga t a n  Pe l awan  ada l a h  

kepu t u s a n  mengena i  t i n d a k  l an j u t  da l am  

pe l ak s a n a a n  dan  penye l e n gg a r a a n  d i l u a r  has i l  

PEMILU,  maka  obyek  guga t a n  Pe l awan  t e r s e b u t  

merupakan  kewenangan  Pengad i l a n  Tata  Usaha  

Negara  ; - - - - - - - -

- Bahwa  Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  2008  
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Penet apan???. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

t en t a n g  Pemi lh a n  Umum anggo t a  DPR,  DPD,  DPRD 

Prov i n s i ,  DPRD Kabupa t e n /Ko t a ,  t e l a h  menga t u r  

semua  seh i ngg a  semua  pena f s i r a n  a t au  

penge r t i a n  baru  yang  berupa  pu tu s a n  hak im  

te r d a hu l u  mengena i  has i l  PEMILU sudah  t i d a k  

re l e v a n  l ag i  un tuk  d i j a d i k a n  per t imbangan  

pene t a p a n  ; - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang ,  bahwa  a t a s  guga t a n  per l awanan  

te r s e b u t ,  pihak  Ter l awan  I  member i k a n  ke t e r a n g a n  

a t au  t anggapan  seca r a  l i s a n  dipe r s i d a n g a n  t angga l  

05  Janua r i  2010 ,  sedangkan  Ter l awan  I I  member i k a n  

tanggapan  da l am  su r a t  Jawaban  t e r t a n g g a l  05  

Janua r i  2010 ,   yang  pada  pokoknya  menol ak  

Per l awanan  dan  sependapa t  dengan  Pene t a p a n  Ketua  

Pengad i l a n  Tata  Usaha  Negara  Semarang  Nomor  :  

62 /Pen .D i s / 2 0 0 9 / PTUN.SMG,  t angga l  26  Nopember  2009  

te r s e b u t  ; - - - - - - - -

Menimbang ,  bahwa  se t e l a h  Maje l i s  Hakim  

membaca  dan  memperha t i k a n  Pene t a p a n  Ketua  

Pengad i l a n  Tata  Usaha  Negara  Semarang  Nomor  :  

62 /Pen .D i s / 2 0 0 9 /  PTUN.SMG,  Guga t an  Per l awanan  dan  

Jawaban  Ter l awan ,  se l a n j u t n y a  Maje l i s  Hakim  

member i k a n  per t imbangan  hukum  sebaga imana  

diu r a i k a n  dibawah  

in i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Tahun?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

Menimbang ,  bahwa  Ketua  Pengad i l a n  Ta ta  Usaha  

Negara  berwenang  menja t u h k an  Pene t a p a n  Dismis s a l  

t e r h a d a p  sua t u  guga t a n  yang  t e l a h  d ia j u k a n  

Pengguga t   bi l amana  memenuh i  ka t e go r i  sepe r t i  yang  

di t e n t u k a n  da l am  Pasa l  62  aya t  1  huru f  a ,  b ,  c ,  d ,  

e   Undang - Undang  Nomor  5  Tahun  1986  jo .  Undang -

Undang  Nomor  9  Tahun  2004  jo .  Undang - Undang  Nomor  

51  Tahun  

2009  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang ,  bahwa  pros e du r  Dismis s a l  

berda s a r k a n  Undang- Undang  PERATUN  te r s e b u t  

di l a k uk a n ,  se t e l a h  guga t a n  masuk  dan  pene l i t i a n  

pendahu l u a n  yang  d i l a k uk a n  s t a f  Kepan i t e r a a n  

se l e s a i ,  dan  Dismi s s a l  Pros e s  d imaksudkan  dengan  

ca r a  sede r h a n a  a t au  se s i n g k a t  mungk in  t anpa  

dipangg i l n y a  p ihak - pihak  yang  ber s e ngk e t a ,  un tuk  

menanggu l a n g i  aru s  masuk  perka r a - perka r a  yang  

sebena r n y a  t i d a k  memenuh i  sya r a t  un tuk  dip r o s e s  

sebaga i  sua t u  guga t a n  di  Pengad i l a n  Tata  Usaha  

Negara  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang ,  bahwa  ca r a  pemutu s a n  pokok  sengke t a  

seca r a  s i ngka t  dan  sede r h a n a  t e r s e b u t  memang  

dimungk i nk an ,  se r t a  t anpa  pe r l u  di l a k uk a n  
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t i dak???. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

pemer i k s a a n  leb i h  l an j u t  apab i l a  dar i  buny i  sua t u  

guga t a n  yang  d ia j u k a n  i t u  nya t a - nya t a  haru s  

dinya t a k a n  t i d a k  d i t e r im a  berda s a r k a n  sa t u  a t au  

leb i h  a l a s a n  yang  t e r d a p a t  da l am  Pasa l  62  aya t  (1 )  

Undang - Undang  Nomor  5  Tahun  1986  jo .  Undang - Undang  

Nomor  9  Tahun  2004  jo .  Undang - Undang  Nomor  51  

Tahun  

2009  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang ,  bahwa  pene t a p a n  Dismi s s a l  Ketua  

Pengad i l a n  Tata  Usaha  Negara  Semarang  Nomor  :  

62 /Pen .D i s / 2 0 0 9 / PTUN.SMG tangga l  26  Nopember  2009  

te l a h  member i k a n  per t imbangan  sepe r t i  yang  

dika t e g o r i k a n  da l am  Pasa l  62  aya t   1  huru f   a  

Undang - Undang  Nomor  5  Tahun  1986  jo .  Undang - Undang  

Nomor  9  Tahun  2004  jo .  Undang - Undang  Nomor  51  

Tahun  2009  Ten t ang  Perad i l a n  Tata  Usaha  Negara  

ya i t u  pokok  guga t a n  nya t a - nya t a  t i d a k  t e rmasuk  

da l am  wewenang  Pengad i l a n  ; - - - - - - - - - -

Menimbang ,  bahwa  karen any a   seca r a  subs t a n s i a l  

a t au  mate r i i l  guga t a n  Per l awanan  dar i  Para  Pe l awan  

yang  per l u  dika j i  l eb i h  l an j u t  

ada l a h : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Apakah  Keputu s a n  Gubernu r  Jawa  Tengah  
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(Te r l awan  I ) ,  Nomor   :  170 /43 / 2 0 09 ,  t angga l  

27  Ju l i  2009  t en t a n g  Pere sm i a n  Pemberhen t i a n  

dan  Pengangka t a n  Anggo t a  Dewan  Perwak i l a n  

Rakya t  Daerah  Kabupa t e n  Rembang ,  dan  

Keputu s a n  Komis i  Pemi l i h a n  Umum Kabupa t e n  

Rembang  (Te r l awan  I I ) ,  Nomor  :  12  Tahun  2009 ,  

t angga l  18  Mei  2009  ten t a n g  Pene t a p a n  Calon  

Terp i l i h  Anggo t a  Dewan  Perwak i l a n  Rakya t  

Daerah  (DPRD)  Kabupa t e n  Rembang  da l am  

Pemi l i h a n  Umum  Anggo t a  DPR,  DPD,  DPRD 

Prov i n s i  dan  DPRD Kabupa t e n /Ko t a  Tahun  2009 ,  

merupakan  permasa l a h a n  dan  sengke t a  

menyangku t  has i l  PEMILU Tahun  2009  yang  t i d a k  

te rma suk  da l am  kewenangan  Perad i l a n  Tata  

Usaha  Negara  un tuk  memer ik s a  dan  mengad i l i n y a  

seh i n gga  Per l awanan  Para  Pe l awan  dinya t a k a n  

t i d a k  bena r ,  a t au  seba l i k n y a  Pene t a p a n  

Dismis s a l  Ketua  PTUN Semarang  t i d a k  cukup  

a l a s a n ,  seh i ngg a  Per l awanan  dar i  Para  Pe l awan  

dapa t  

dibena r k a n  ?  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang ,  bahwa  pokok  guga t a n  a t au  sengke t a  

yang  dapa t  dika t e g o r i k a n  da l am  kewenangan  

Pengad i l a n  Tata  Usaha  Negara  ada l a h  apab i l a  dasa r  
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dan  a l a s a n  guga t a n  Pengguga t ,  memper l i h a t k a n  

adanya  sua t u  Sengke t a  Ta ta  Usaha  Negara  (v i d e  

Pasa l  47  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  jo .  

Undang - Undang  Nomor  9  Tahun  2004  jo .  Undang - Undang  

Nomor  51  Tahun  

2009 )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang ,  bahwa  Sengke t a  Ta ta  Usaha  Negara  

ada l a h  sengke t a  yang  t imbu l  da l am  bidang  t a t a  

usaha  nega r a  an t a r a  orang  a t au  badan  hukum perda t a  

dengan  badan  a t au  pe j ab a t  t a t a  usaha  nega r a ,  ba ik  

di  pusa t  maupun  di  dae r ah ,  sebaga i  ak ib a t  

dike l u a r k a n n y a  kepu t u s a n  t a t a  usaha  nega r a ,  

t e rma suk  sengke t a  kepegawa i a n  berda s a r k a n  

pera t u r a n  perundang - undangan  yang  ber l a k u  (v i d e  

Pasa l  1  angka  10  Undang- Undang  Nomor       51  Tahun  

2009 )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang ,  bahwa  se l a n j u t n y a  di  da l am  Pasa l  1  

angka  9  Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  2009  

di t e n t u k a n  bahwa  :  Kepu tu s a n  Tata  Usaha  Negara  

ada l a h  sua t u  pene t a p a n  t e r t u l i s  yang  dike l u a r k a n  

ol eh  Badan  a t au  Pe j aba t  Ta ta  Usaha  Negara  yang  

ber i s i  t i n d a k a n  hukum  t a t a  usaha  nega r a  yang  

berda s a r k a n  Pera t u r a n  Perundang - undangan  yang  
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per buat an???. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ber l a k u ,  yang  ber s i f a t  konk r e t ,  ind i v i d u a l  dan  

f i n a l ,  yang  menimbu lka n  ak ib a t  hukum  bag i  

se s eo r a n g  a t au  badan  hukum 

perda t a  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang ,  bahwa  da l am  pen j e l a s a n  Pasa l  1  

angka  1  pada  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  

di t e g a s k a n  bahwa  :  yang  dimaksud  dengan  urus an  

pemer i n t a h a n  ada l a h  keg i a t a n  yang  ber s i f a t  

ekseku t i f ,  sedangkan  yang  dimaksud  dengan  t i n d a k a n  

hukum  Tata  Usaha  Negara  ada l a h  perbua t a n  hukum 

Badan  a t au  Pe jab a t  Tata  Usaha  Negara  yang  dapa t  

menimbu lka n  hak  a t au  kewaj i b a n  pada  orang  l a i n  

(  v ide  pen j e l a s a n  Pasa l  1  bu t i r  3  Undang- Undang  

Nomor  5  Tahun  

1986  )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang ,  bahwa  mengena i  penge r t i a n  keg i a t a n  

yang  ber s i f a t  ekseku t i f  ada l a h  keg i a t a n  l a i n  

di l u a r  keg i a t a n  yang  masuk  da l am  penge r t i a n  

keg i a t a n  leg i s l a t i f  dan  yud ik a t i f ,  yang  t i d a k  

masuk  keda l am  penge r t i a n  urus an  pemer i n t a h a n .  

Leb ih  l an j u t  l ag i ,   apa  sa j a  dan  s i a p a  sa j a  yang  

berda s a r k a n  Pera t u r a n  Perundang - undangan  yang  

ber l a k u  pada  sua t u  saa t  melaks an ak an  urus a n  

pemer i n t a h a n ,  maka  menuru t  Undang - Undang  Perad i l a n  

Ta ta  Usaha  Negara ,  dapa t  d ianggap  be rkedudukan  
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usaha???. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sebaga i  Badan  /  Pe j ab a t  Ta ta  Usaha  Negara .  Jad i  

yang  menjad i  pa tokan  bukan  kedudukan  s t r u k t u r  

organ  a t au  Pe j ab a t  yang  be r s a ngku t a n  da l am  j a j a r a n  

pemer i n t a h a n  mela i n k a n  fungs i  pemer i n t a h a n  yang  

di l a k s a n a k a nnya  pada   sua t u  

saa t  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang ,  bahwa  dar i  ura i a n  t e r s e b u t  d ia t a s  

t e r h a d a p  obyek  guga t a n  Para  Pe l awan  da l am  Perka r a  

Nomor  :  62 /G /TUN/2009 / PTUN.SMG se r t a  t i d a k  adanya  

ban t a h a n  dar i  Ter l awan  I  dan  Ter l awan  I I  da l am  

Jawabannya  mengena i  obyek  guga t a n  t e r s e b u t ,  

menuru t  hemat  dan  pendapa t  Maje l i s  Hakim  obyek  

guga t a n  Para  Pe l awan  t e r s e b u t  ada l a h  merupakan  

sua t u  Keputu s a n  Ta ta  Usaha  Negara  yang  di t e r b i t k a n  

Ter l awan  I  dan  Ter l awan  I I  da l am  melaks a n ak a n  

urus an  

pemer i n t a h a n  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang ,  bahwa  se l a n j u t n y a  menuru t  ke t en t u a n  

Undang- Undang  Perad i l a n  Ta ta  Usaha  Negara ,  yang  

dike cu a l i k a n  dar i  kewenangan   Perad i l a n  Tata  Usaha  

Negara  un tuk  memer ik s a  dan  memutus  perka r a  a t au  

sengke t a  Tata  Usaha  Nega ra  ada l a h  mate r i  a t au  i s i  

da r i  kepu t u s a n  ta t a  usaha  Negara  yang  
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di s engk e t a k a n  menyangku t  ha l - ha l  sebaga i  mana  

di a t u r  da l am  Pasa l  2  Undang - Undang  Nomor  5  t ahun  

1986 ,  di an t a r a n y a  ada l a h  Kepu tu s an  Komis i  

Pemi l i h a n  Umum ba i k  di  pusa t  maupun  di  daerah  

mengena i  has i l  pemi l i h a n  umum (v i d e  Pasa l  2  huru f  

g   Undang - Undang  Nomor  5  Tahun  1986  jo .  Undang -

Undang  Nomor  9  t ahun  2004  jo .  Undang - Undang  Nomor  

51  Tahun  

2009 )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang ,  bahwa  ruang  l i n gkup  kewenangan  

( in t r a  v i r e s )  Komis i  Pemi l i h a n  Umum (KPU)  di  da l am  

melaks an a k an  tuga s  pokoknya  se l a ku  in s t i t u s i  

pub l i k  ada l a h  berka i t a n  dengan  keg i a t a n  Pemi l i h a n  

Umum yang  t e r c a n t um  da l am  Tahapan  PEMILU  ya i t u  

sebaga i  penye l e n gg a r a  dar i  sua t u  Pemi l i h a n  Umum 

sampa i  pada  has i l  da r i  Pemi l i h a n  Umum te r s e b u t  dan  

Pengucapan  sumpah / j a n j i  anggo t a  DPR,  DPD,  DPRD 

Prov i n s i  dan  DPRD  Kabupa t e n /Ko t a  (pe r h a t i k a n  

Tahapan  PEMILU  da l am  Pasa l  4  aya t  2  huru f   a  

sampa i  dengan   j   Undang - Undang  Nomor  10  Tahun  

2008 )  ; - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang ,  Bahwa  l eb i h  l an j u t  Pasa l  213  aya t  

(3 )  Undang - Undang  Nomor  10  Tahun  2008  

menyebu t k a n  :  Calon  t e r p i l i h  anggo t a  DPRD 

Kabupa t e n /Ko t a  di t e t a p k a n  o leh  KPU Kabupa t e n /Ko t a ,  
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DPD???. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

dan  Pasa l  214  d i s e bu t k a n  :   Pene t a p a n  ca l on  

te r p i l i h  Anggo t a  DPR,  DPRD  Prov i n s i ,  DPRD 

Kabupa t e n /Ko t a  dar i  Par t a i  Pol i t i k  Pese r t a  Pemi l u  

dida s a r k a n  pada  pe ro l e h a n  kur s i  Par t a i  Pol i t i k  

Pese r t a  Pemi l u  di su a t u  dae r a h  pemi l i h a n . . d a n  

se t e r u s n y a  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang ,  bahwa  dar i  ura i a n  t e r s e b u t  di a t a s ,  

obyek  guga t a n  Para  Pe l awan  ya i t u  Keputu s a n  Komis i  

Pemi l i h a n  Umum Kabupa t e n  Rembang  (Te r l awan  I I ) ,  

Nomor  :  12  Tahun  2009 ,  t angga l  18  Mei  2009 ,  

t en t a n g  Pene t a p a n  Calon  Terp i l i h  Anggo t a  Dewan  

Perwak i l a n  Rakya t  Daerah  (DPRD)  Kabupa t e n  Rembang  

da l am  Pemi l i h a n  Umum  Anggo t a  DPR,  DPD,  DPRD 

Prov i n s i  dan  DPRD  Kabupa t e n /Ko t a  Tahun  2009 ,  

berda s a r k a n  ke t e n t u a n  Pasa l  213  aya t  (3 )  dan  Pasa l  

214  Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  2008 ,  menuru t  

Pendapa t  Maje l i s  Hakim  ada l a h  Keputu s a n  yang  

di t e r b i t k a n  sebaga i  has i l  da r i  Pemi l i h a n  Umum 

Tahun  

2009  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang ,  bahwa  Sura t  Kepu tu s a n  Gubernu r  Jawa  

Tengah  (Te r l awan  I ) ,  Nomor   :  170 /43 / 2 009 ,  t angga l  

27  Ju l i  2009  ten t a n g  Pere sm i a n  Pemberhen t i a n  dan  
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hur uf  g???. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pengangka t a n  Anggo t a  Dewan  Perwak i l a n  Rakya t  

Daerah  Kabupa t e n  Rembang ,  ka ren a  d i t e r b i t k a n  

berda s a r k a n  a t au  t i n d a k  l an j u t  dar i  Sura t  

Kepu tu s a n  Ter l awan  I I ,  maka   menuru t  Maje l i s  Hakim  

Sura t  Kepu tu s a n  Ter l awan  I  t e r k a i t   dengan   has i l  

da r i  Pemi l i h a n  Umum dan  mas ih  da l am  tahap an  PEMILU 

sesua i  Pasa l  4  aya t  2  huru f   a   sampa i  dengan   j  

Undang - Undang  Nomor  10  Tahun  

2008  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang ,  bahwa  dida s a r k a n  ura i a n  

per t imbangan  te r s e b u t  d i a t a s ,  Maje l i s  Hakim  

berpendap a t  ol eh  karena  obyek  guga t a n  Para  Pe l awan  

yang  di t e r b i t k a n  o leh  Ter l awan  I  dan  Ter l awan  I I  

sebaga i  bag i a n  dar i  Tahapan  PEMILU,  dan  ruang  

l i n g kup  kewenangan  Komis i  Pemi l i h a n  Umum (KPU)  

da l am  ha l  in i  sebaga i  penye l e n gg a r a  dar i  sua t u  

Pemi l i h a n  Umum,  maka  produk - produk  t i n d a k a n  hukum 

pub l i k  yang  di l a k uk a n  ol eh  Komis i  Pemi l i h a n  Umum 

(KPU)  dan  Gubernu r  Jawa  Tengah  di  da l am  Tahapan  

PEMILU  sepe r t i  di s ebu t k a n   Pasa l  4  aya t  (2 )  

Undang - Undang  Nomor  10  Tahun  2008  t en t a n g  PEMILU,  

j i k a  i t u  d i t u a ngka n  da l am  ben tuk  pene t a p a n  

( Besch i k k i n g )  yang  mate r i n y a  berka i t a n  dengan  

penye l e n gg a r a a n  dan  has i l  Pemi l i h a n  Umum,  ada l a h  

bukan  t e rma suk  kewenangan   Pengad i l a n  Tata  Usaha  
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Tahun???. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Negara  un tuk  mengu j i  dan  mengad i l i  sengke t a n y a  

(v i d e  Pasa l  2  huru f  g  Undang - Undang  Nomor  5 Tahun  

1986  jo .  Undang - Undang  Nomor  9  t ahun  2004  jo .  

Undang - Undang  Nomor  51  Tahun  2009 )  ; - - - - - - - - - -

Menimbang ,  bahwa  se l a n j u t n y a  Maje l i s  Hakim  

berpendap a t   ka r en a  kewenangan  Perad i l a n  Tata  

Usaha  Negara  d iba t a s i  ol eh  Pasa l  2  huru f  g  

Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  jo .  Undang - Undang  

Nomor  9  t ahun  2004  jo .  Undang - Undang  Nomor  51  

Tahun  2009  dan  Pene t a p a n  Dismis s a l  Ketua  

Pengad i l a n  Tata  Usaha  Negara  Nomor  :  

62 /Pen .D i s / 2 0 0 9 / PTUN.SMG  te r t a n g g a l  26  Nopember  

2009 ,  t i d a k  menyebu t  sua t u  yur i s p r u d e n s i  a t aupun  

pu tu s a n - pu tu s a n  hak im  t e r d a h u l u  maka  a l a s a n  Para  

Pe l awan  bahwa  semua  pena f s i r a n  a t au  penge r t i a n  

baru  yang  berupa  pu tu s a n  hak im  te r d a hu l u  mengena i  

has i l  pemi l u  sudah  t i d a k  re l e v a n  l ag i  un tuk  

di j a d i k a n  per t imbangan  pene t a p a n  karena  Undang-

Undang  Nomor  10  Tahun  2008  Ten ta ng  Pemi l i h a n  Umum 

Anggo t a  DPR,  DPD dan  DPRD te l a h  menga t u r  semua ,  

ada l a h  t i d a k  bena r  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang ,  bahwa  dar i  rangka i a n  ura i a n  

per t imbangan  t e r s e b u t  d i a t a s  kar en a  Keputu s a n  

Gubernu r  Jawa  Tengah  (Te r l awan  I ) ,  Nomor   :  

170 /43 / 2 0 09 ,  t angga l  27  Ju l i  2009  ten t a n g  
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Pere sm i a n  Pemberhen t i a n  dan  Pengangka t a n  Anggo t a  

Dewan  Perwak i l a n  Rakya t  Daerah  Kabupa t e n  Rembang ,  

dan  Keputu s a n  Komis i  Pemi l i h a n  Umum Kabupa t e n  

Rembang  (Te r l awan  I I ) ,  Nomor  :  12  Tahun  2009 ,  

t angga l  18  Mei  2009  ten t a n g  Pene t a p a n  Calon  

Terp i l i h  Anggo t a  Dewan  Perwak i l a n  Rakya t  Daerah  

(DPRD)  Kabupa t e n  Rembang  da l am  Pemi l i h a n  Umum 

Anggo t a  DPR,  DPD,  DPRD  Prov i n s i  dan  DPRD 

Kabupa t e n /Ko t a  Tahun  2009 ,  merupakan  pene t a p a n  

( Besch i k k i n g )  yang  mate r i n y a  berka i t a n  dengan  

penye l e n gg a r a a n  dan  has i l  Pemi l i h a n  Umum  (v i d e  

Pasa l  2  huru f  g   Undang - Undang  Nomor  5  Tahun  1986  

jo .  Undang - Undang  Nomor  9  Tahun  2004  jo .  Undang -

Undang  Nomor  51  Tahun  2009 ) ,  ada l a h   permasa l a h a n  

dan  sengke t a  menyangku t  has i l  PEMILU Tahun  2009  

yang  t i d a k  t e rmasuk  da l am  kewenangan  Perad i l a n  

Ta ta  Usaha  Negara  un tuk  memer ik s a  dan  

mengad i l i n y a ,  maka  Maje l i s  Hakim berpendapa t  bahwa  

per l awanan  yang  di a j u k a n  o leh  Para  Pe l awan  ada l a h  

t i d a k  bera l a s a n  hukum,   ol eh  karen any a  a l a s a n  

per l awanan  dar i  Para  Pe l awan  t i d a k  dapa t  

dibena r k a n  a t au  dapa t  d ika t a k a n  bahwa  Para  Pe l awan  

ada l a h  sebaga i  Pe l awan  yang  t i d a k  

bena r  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -
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t anggal ???. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Menimbang ,  bahwa  ol eh  ka ren a  Para  Pe l awan  

dinya t a k a n  sebaga i  Pe l awan  yang  t i d a k  bena r ,  maka  

berda s a r k a n  pasa l  110  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  

1986  jo .  Undang - Undang  Nomor  9  Tahun  2004  jo .  

Undang - Undang  Nomor  51  Tahun  2009  ten t a n g  

Perad i l a n  Tata  Usaha  Negara ,  kepada  Para  Pe l awan  

dihukum un tuk  membaya r  biaya  perka r a  yang  besa r n y a  

akan  di t e n t u k a n  di  da l am  amar  pu tu s a n  

in i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menginga t ,  pasa l - pasa l  da l am  Undang- Undang  

Nomor  5  Tahun  1986  jo  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  

2004  jo .  Undang - Undang  Nomor  51  Tahun  2009  t en t a n g  

Perad i l a n  Tata  Usaha  Negara ,  dan  Undang- Undang  

Nomor  10  Tahun  2008  Ten t ang  Pemi l i h a n  Umum Anggo t a  

DPR,  DPD  dan  DPRD  se r t a  Pera t u r a n  Perundang -

undangan  l a i n  yang  berka i t a n  ; - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - M E N G A D I  L 

I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Menya t ak a n  Para  Pe l awan  sebaga i  Pe l awan  yang  

t i d a k  bena r  ; - - - - - - - - - -

- Membebankan  kepada  Para  Pe l awan  un tuk  

membaya r  b iaya  perka r a  in i  sebe s a r  Rp.  

71 .000 , -  ( t u j u h  pu luh  sa t u  r i bu  

rup i a h  )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Demik i a n l a h  d ipu t u s k a n  da l am  rapa t  
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permusyawa r a t a n  Maje l i s  Hakim  Pengad i l a n  Tata  

Usaha  Negara  Semarang   pada  ha r i  JUM’AT t angga l  8  

Janua r i  2010  o leh  kami  HERRY  WIBAWA,  SH 

Waki l  Ketua  Pengad i l a n  Ta ta  Usaha  Negara  Semarang  

sebaga i                Ketua  Maje l i s ,  HUSBAN,  SH 

dan  RIALAM SIHITE,  SH mas ing - mas ing  sebaga i  Hakim  

Anggo t a .  Putu s a n  t e r s e b u t  diuc apkan  da l am  

per s i d a n g a n  yang  t e r b uk a  un tuk  umum  pada  har i  

SELASA tangga l  12  Janua r i  2010  ol eh   HERRY WIBAWA, 

SH sebaga i  Ketua  Maje l i s ,  HUSBAN,  SH dan  MAFTUH 

EFFENDI,  SH mas ing - mas ing  sebaga i  Hakim  Anggo t a ,  

dengan  d iban t u  oleh  SUKSES  SRI  TYASTUTI,  SH 

sebaga i  Pan i t e r a  Penggan t i  se r t a  d ihad i r i  ol eh  

Kuasa  Para  Pe l awan ,  Kuasa  Ter l awan  I I  dan  tanpa  

dihad i r i  o leh  Ter l awan  I  a t au  

Kuasanya ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  

Hakim  –  Hakim  

Anggo t a  :
Hakim Ketua  Maje l i s  :

              Ttd

1. HUSBAN, S.H .

                  Ttd

HERRY WIBAWA, SH

   

               Ttd

2. MAFTUH EFFENDI,  S.H

Pan i t e r a  Penggan t i :
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Ttd

SUKSES SRI  TYASTUTI  .H ,  S.H

Per i n c i a n  Biaya  :

1 .  Biaya  Pangg i l a n  Sidang  dan  Sumpah :    Rp.  

60 .000 , -

2.  Mate r a i  Putu s a n          :    Rp 

6 .000  , -

3 .  Redaks i  Putu s a n :    Rp.  

5 .000 , -

      
  

Jumlah   :    Rp.    71 .000 , -

  

( Tujuh  Puluh  Sa tu  Ribu  Rupiah )  
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